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n.
Kebi.iakan publik secara umum juga dapat dilihat sebagai aksi pemerintah
menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap'siapa
apa, kapan dan bagaimana". kebiiakan publik itu bukanlah sebuah 
proses yang
dalamartianmudahatautidakkompleksyangterkadanglebihbesarmasalah
ditimbulkanolehprosespembuatankebiiakanpublikdaripadamasalah
dihadapi oleh masyarakat, karena di dalam kebiiakan 
publik akan sangat di
kepada siapa yang membuat dan akan memperoleh apa' kapan
pelaksanaa n dan pembuatannya, serta bagaimana pembuatan 
kebiiakan
Dalam administrasi publik terdapat program-program 
publik dilaksanakan
organisasi Yang hirarkis dengan kontrol yang ketat oleh 
pimpinan orga
Menurut Van Hom dan Van Meter ('1975) Nilai pokok yang dikeiar 
oleh org
publik adalah efisiensi dan rasionalitas' Dengan adanYa kebijakan Program
tindakan yang dilakukan oleh p€merintah maupun swasta 
baik secara
maupun kelompok Yang dimaksudkan untuk mencapai 
tuiuan dan sasaran
mempunyai Prioritas kebi.iaka
Kebijakan olahraga nasional saat ini adalah bagaimana menjawab 
tantangan u
meningkatkan olahraga Prestasi untuk mencapai 
prestasi olahraga pada ti
internasionalUndang Undang No. 3 Tahun 2005. Kebiiakan 
program
prestasi dengan adanya Peraturan Presiden No. 22 Tahun 
2010 tentang
lndonesia Emas (Prima) yang mer€amanatkan untuk meningkatkan pe
prestasi adit nasional di tingkat intemasional diperlukan suatu 
program
dan Pelatihan Yang sistematis' terencana berkesinambungan 
dan modern'
untuk mewuiudkan harapan yang telah diamanatkan
pada Undang-Undang No'
Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional' dan 
Peraturan Presiden No'
Tahun 2010 tentang Program lndonesia Emas' 
pembangunan olahraga
dilaksanakan secara sistematik' terpadu' berieniang 
dan berkelaniutan. Prog
tersebut dimaksud sebagai arah kebijakan pembinaan olahraga
intemasional melalui implementasi pmgram yang efektif 
dan efis'ren dengan d
pemikiran yang rasional' Proses pembinaan olahraga 
yang baik pada akhirnya a
A. Pendahuluan
.- e*1t'__'tt-
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bermuara pada prestasi olahraga inlemasional yang dapat dibanggakan di forum
iitomasional dan sekaligus mencerminkan harkat dan martabat bangsa
rukan prestasi olahraga di tingkat internasional diduga dipengaruhi oleh
laktor proses implementasi program yang terjadi dilapangan, sebab tersebut
n suatu model dalam implementasi program dengan berbagai pendekatan
htegratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan
ngan olahraga nasional secara harmonis, terpadu dan .iangka panjang
didukung dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan
utan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan
Xata
nan olahraga.
kunci. Xebirakan Publik,Program olahrata Prestasi,lmplementasi
Publik
secara efistimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa lnggris 'poliqf'
tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa
dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan
bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata wisdom'' Analisis kebijakan
walaupun merupakan bagian dari studi llmu Administrasi Publik' tetapi bersifat
rurttdisipliner karena banyak meminjam teori, metodo dan teknik dari studi llmu
rosial, ilmu ekor.cmi, ilmu politik dan ilmu psikologi' Studi kebiiakan publik mulai
pada awal tahun 197Gan terutama dengan terbitnya tulisan Harold D'
Lasuell tentang Policy Sciences. Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan
kebuakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, imPlementasi kebiiakan'
evaluasi kebijakan.Konsep kebijakan publik menurut Thomas Dye(1981:1)
adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak m€lakukan {'uD"c
l',dcl ,c vhde//et govemmanlt cioose lo do ot nol to do)' James Anderson
11979:2T24\ sebagai pakar kebiiakan publik menetapkan proses kebilakan 
public
sebagai berikut:
Formulasi masalah (o,oblen lonnulallon): apa masalahnya? Apa yang membuat hal
i3rsebut menjadi masalah kebiiakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk
dalam agenda pemerintah?
formutasi kebiiakan (lonulatlon): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau
aftematif-altematif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang
berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
Penentuan kebijakan (adopton): bagaimana altemative ditetapkan? Persyaratan
atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan
kebiiakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebilakan? Apa isi
dari kebijakan yang telah ditetapkan?
lmplementasi ln pdr"a.u*i siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan?
Apa yang mereka keriakan? Apa dampak dari isi kebiiakan?
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Evaluasi (cY,dualion): bagaimana tingkat k€berhasilan atau dampak
diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya eval
kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.
C. KebiJakan Program Olahraga
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Pemerintah pusat dalam hal 
.ini Kementerian pemuda dan Olahraga Repubti
lndonesia bertanggungjawab atias peningkatan olahraga prestasi dimanapemerinfr
adalah untuk melayani rakyatnya, karena kewenangan yang Oimli
pemerintahberasal dari rakyat itu sendiri. Secara filosofis, esensi dasar pemerinUC
pusat sebagai institusi yang lahir dari kebuakan publik desenlratisasi aOad
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, ekonomis d{
akuntabel. I
Dewasa ini tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat Oatam rarEd
p€nyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan semakin luas d{
meningkat sejalan dongan kompleksitas masatah yang dihadapi serta kuaqfl
tuntutan masyarakat luas, nyatra dan bertanggung jawab. pemerintah pusat ditun{
untuk kreatifagar dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung ;auraUq{
secara efeKif. {
Dengan adanya Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 3 tahun 2OO5 tent{
sistem keolahragaan nasional Pasal 32 (1) pengelolaan sistem keolahragad
nasional m€rupakan tanggung jauab Menteri. (2) Pemerintah menentukan f<eUiiat{
nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan t"*trd
pengelolaan keolahragaan nasional Undang-Undang Republik lndonesia n*f
tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional di longkapi peraturan eemerir*f
Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang pnyelenggaraan ofafrr4l
Peraturan pomerintah Republik lndonesia nomor l7 tahun 2007 tentafl
pen)retenggaraan pekan dan keiuaraan olahraga, dan peraturan pemerintah nepd
lndonesia nomor 18 tahun 2007 tentang pendanaan olahraga. t
Permenpora: Nomor: PER-0200.D/Menpora/6/2009 (Tata Kelola t_emUa{
Keolahragaan). Tujuannya adalanr il
1. Meningkatkan kapasitas lembaga keolahragaan dalam menlngkatkan efektivilas &l
efesiensi pambinaan dan pengembangan keolahragaan. I2. Meningkatkan kesinergian lembaga keolahragaan dalam pelaksanaan kebijakan, prognfl
serta kegiatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan N
3. Mewuludkan optimalisasi peran, tugas dan fungsi lembaga keolahragaan s"su"i de4fl
peraturan Perundang-undangan I
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I
(
B. *"nro.": Nomor: PER'0200'D/Menpora/d2009 Oata Kelola Lembaga
%*+ Sasaran: (Pasal 4)' sasaran tata kelola lembaga keolahragaanmeliputi
&,'n:x:'T"f:;,TH::'i#i"jffi ilJ:ff '"*:'T::xff ,:'^i':;
% prot""ional.Pernrcnpora, No: 193 th 2olo (pasal 228) olahraga layanan
%,*nr*" usia dini & lansia, penyandang cacat' lembaga Pemasyarakatan' Dan
si*urf membangkitkan kqayaan olahraga prestasi olahraga di tingkat int€masional'
&fr-"lt telah melakukan suatu terobosan untuk mendorong peningkatan Prestasi
m* nasional, yaitu dengan terbitrya Peraturan Presiden Republic lndonesia 
No' 22
Ei ,or., tanggal 27 Maret 2olo tentang program lndonesia Emas (Prima) yang
trt pengembangan bakat calon adet andalan nasional
I&. 2. S€leksi calon dan pen€tapan aUet andalan nasional
ffi, ,. Seloksi calon dan penetapan p€latih atet andalan nasional
G a. p€n€rapan pe'En p€florna ungli'
Pernbinan kehidupan social dan pola hidup auet andalan nasional
re ffiLxfn'il:,:'ff-ns berkairan densan prima.
E tnplementasiKebiiakan
lmplementasi berasal dari bahasa lnggris yaitu to implement yang berarti
*neimPlementasikan. lmplementasi merupakan penyediaan sarana untuk 
melaksanakan
,r*ratuyangmenimbulkandampakatauakibatterhadapsesuatu'lmplementasiyang
..rrrupakan teriemahan dari kata "implementation"' berasal dari kata keria "to
-rhileaf. Menurut Webstefs Dict'ronary (1979:91a)' kala lo tmplemenl berasal 
dari
i Hrasa Latin "tmptefie um dari asal kata "i"pete' dan "plere"' Kata "iT tplet€'
' drnaksudkan "lo ffi uf""to fifi in"' yang artinya mengisi penuh; melengkapi' sedangkan
-Jrlere" maksudn ya "lo flf ,yaitu mengisi' So tanlutnya kala "to implement" dimaksudkan
*bagai : "(1) to carry into effect; tofutf,tli accomdlsh' (2) loprovlde wi'h lhe means lor
*tying o,dlnlo efrec-l u Mfrlling; lo give'prac{f;d efrecl to 13) lo Novide or ecttb wilh
&r*no' (Iyebsfer's Dictionary, 1979 : 914) 'Partama' to tmPtaiment dimaksudkan
'membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan'' Kedua' lo
i,rBlemenl dimaksudkan 'menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu:
aremberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu"' Ketiga' lo inplemenl
dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alaf sehubungan 
dengan kata
mplementasidiatas,Pressmandanwildavsky(1978:xxi)mengemukakanbahwa'
a
n
n,
an
'implementation ,s lo cany oty', eccontplrs,h, lt fill, produce, conplete" ' Maksudnya
membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.Jadi secara eti
implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian
penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk m
hasil.Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebiiakan p
maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pen
atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui deng
penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan'
Oengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan me
tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang da
dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (1978:25) meng
bahwa: "Policy implementation is the application af the policy by the govem
administntive machinery to the problem". Kemudian Edwards lll (1980
mengemukakan bahwa '. "Policy implementation,...ls th€ slage of policy making
ttlo era.*hrrran d t plcl.- trd lrrc consequeDco! ol lln potq tu hc peoph
ft frfxIs". Sedangkan Grindle (1980 : 6) mengemukakan bahw: "implementation -
gmerd pocnss ol affinlffive don lhC cen b. hrrafig:/,ed ,t
bvef.
Dari uraian di atas diperoleh sualu gambaran bahwa, implementasi kebUakan pu
merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan diteta
disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebiiak
lmplementasi kebijakan mengandung logika yang lo}d,own, m
menurunkarVmenafsirkan altematif-altematif yang masih abstrak atau makro men'
atternatif yang b€rsifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengand
logika tdlo,tr-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik
pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pe
altematif cara p€mecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.
Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan{indakan yang bersifat alokatif,
tindakan yang menggunakan masukan sumber daya yang berupa uang, waktu,
organisas'onal, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasi
(outprltr, dan dampak (laryectf kebijakan. 4
Dengan bertitik tolak dad uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tuju{
implementasi ialah untuk memb€ntuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuaoj
tujuan ataupun sasaran-sasaran kebiiakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagi
1
52
dan alat.selanjuhya tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalad
"Policy inputs and policy procesi" (Dunn, 1994 : 338). Polcy lrprr,s berupa masuk{
sumber daya, sedangkan poffcy p.!ca$ bertalian dengan kegiatan adminishad
I
"otlcone'(hasil akhh) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. lmplementasi
dapat disebut sebagai ?o/iry delivery system'. Maksudnya, sebagai suatu sistem
penyampaian/penerusan kebijakan.
Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan- kogiatan
yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
lmplementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rulin
kewat sa,uran-saluran biokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah
konnik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dai suatu kebiiakan. Metter dan
Hom, (1975: 6). Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan
kedalam kegiatan operasional, serta mencapai Prubahan seperti yang dirumuskan oleh
keputusan kebijakan. Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan
oleh William dan Elmore sebagaimana sebagai "keseluruhan dari kegiatan yang
b€rkaitan dengan pelaksanaan kebijakan'.
Somentara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa
mempelajari masalah implementasi kebiiakan berarti bErusaha untuk memahami apa
yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni
peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang teriadi setelah proses pengesahan
kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha
untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat alaupun peristiwa-peristiwa.
"implementasi kobuakan berarti p€laksanaan dari suatu kebuakan atau program"'
Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak
hanya men)tangkut perilaku badan-badan administrat'rf yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan program dan m6nimbulkan ketaatan pada diri target grup, melainkan
menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung
atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada
akhimya membawahi konsekusnsi logis terhadap dampak baik yang diharapkan
{ir{eirded) maupun dampak yang tidak diharapkan (sflovqtaegdil &eds).
lmplementasi kebijakan, menerangkan bahwa setelah masalah publik ditentukan,
maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan
trntuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat b€berapa pilihan dari altematif
ters€but, yang menempatkan keputusan r.neniadi pelaksanaan, ...imPlementasi kebijakan
merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dihksanakan ; yang ditandai
dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan'. (Michael Howlett dan Ramesh,
1995: 153). Dikatakan pula bahwa suatu program kebijakan akan hanya meniadi
catatan-catatan etit saja jika program tersebut fdak diimplementasikan, yangberarti
plementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebiiakan'
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oleh karena itu suatu program keh{jakan yang telah diambil sebagai altematit
pemecahan masalah harus diimplernentasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan
administrasi maupun agen-agen p€merintah di tingkat bawah.
Sementara implomentasi kebi.iakan dengan bsrbagai asumsi dapat dipahami
sebagai:
1. Menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan berdampak terhadap
sesuatu (kamuswebster)
2. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individt/peiabat-
pejabaUkelompok-kelompok pemerintah atau swasta demi tercapainya tujuan
yang digariskan dalam kebijakan (Pressman&Wildawky).
3. Kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul s€sudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, baik usaha administrasi atau u
menimbulkan dampak pada masyarakau kejadian (Mazmanian dan Sabatier).
Proses lmplementasi Kebijakan dapat di analisis dari 3 sudut pandang,yaitu:
1 . Pemrakarsa kebijakan/pombuat kebijakan (Oe cerrlor), di mana dari s
pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh peiabat-pejabat
atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan
lembagalembaga atau pejabat-pojabat di bawahnya/daerah atau u
menguhah perilaku masyarakaU kelompok sasaran.
2. Pejabat-pejabat di lapangan (lln pEnerll yaitu melihat tindakan para
dan instansi-instansi di lapangan untuk menanggulangi gangguanga
yang terjadi di wilayah kerjanya.
3. Kelompok sasaran (target group) yaitu memusatkan perhatian pada
dan efisiensi pelayanan atau Jawa yang diberikan pemerintah telah meng
pola hidupnya.
lmplementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan
kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebi.i
merupakan aspek yang p6nting dari keseluruhan proses kebijakan.Wahab 2002)
E. Model implementasi program olahraga prestasl
Dengan adanya berbagai keb|akan olahraga prestasi yang di keluarkan
pemerintah pusat mulai kebijakan umum dan kebijakan spesifik, kebUakan u
adalah kebijakan yang harus dilaksanakan dari pusat sampai kedaerah contoh
No. 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional sedangkan
spesifik adalah kebijakan yang memiliki batas tertentu berdasarkan kebutuhan
atau daerah sesuai produk kebijakan tersebut.contohPP. No. 22 Tahun 2010 le
Program lndonesia Emas. Maka dengan adanya produk kebijakan te
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Keberhasilan
Program
lPrestasi)
Rel(ruitmen
P.ndaraan
Pofitil
Ukuran, tuiu.n
Ungtungan
iirultur
iit p
sumb€rdaya
komunlkasl
Vari.bcl lmDle.rcmasl
Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2O1O
Program lndonesia Emas
UU. No. 3 Tahun 2005
Sistem Keolahragaan Nasional
implementasi yang efektif dan efisien dalam bidang olahraga prestasi.
adalah model implementasi untuk program olahraga prestasi seperti gambar
Gambar 1. Model lmplementasl Program Olahrata Prestasi
dalam bidang keolahragaan yaitu kebijakan olahraga antara lain:1). Olahraga
2!. Olaharaga rekreasi, 3). Olahraga pendidikan yang ketiganya tertuang dalam Undang-
.3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dan peraturan presiden no.22
tentang program indonesia emas. Kebijakan olohroga prestasi adalah keputusan
dalam mengatasi masalah publik pada bidang olahraga prestasi, tindakan intervensi
untuk meningkatkan daya saing olahraga tingkat internasional.
Prlmo adalah konsep pembinaan, pengernbagan olahraga potensial secara nasional yang
secara sistematis, berkesinambungan, modern dan kelola secara professional,
dan akuntabel.
Dalam pelaksanaan kebijakan sangat dibutuhkan performance atau kemampuan, integritas
n dalam proses implementasi kebijakan/program. lmplementasi adalah proses
program yang melibatkan berbagai unsur-unsur dengan memberdayakan potensi-
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lar{
Jarl
la!-1:
2. Sumber daya: Bahwa pengelola program yang profesional, fasilitas sarana
yang berkualitas dan kuantitas dengan standar internasional.
3. Sikap; Bahwa pengelola yang tanggap secara cepat dan tepat dalam
keputusan terhadap proses pelaksanaan program yang disertai dengan komitmen.
4. Struktur:8ahwa pembentukan stuktur kelembagaan yang disesuaikan pada
organisasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek atau unsur-unsur
tugas pokok dan fungsinya terhadap jalur-jalur koordinasi yang efektif.
5. Llngkungan. Bahwa lingkungan intemal dan ekstemal dalam program di
kornitmen, sinkronisasi, koordinasi, sine€itas, dan harmonisasi antara
program dengan lembaga terkait.
6. Uhunn dan tujuan: Bahwa hasil pencapaian target dari pola rumusan shategis
program yang tepat sasaran, efektif dan terukur
7. Po tik: Bahwa dukungan kebijakan serta langkah-langkah stralegis dan reali
pelaksanaan program dari lembaga eksekutif dan legislatif lerutama yang
dengan kepentingan politik (ftr,Ufic of irrtr'gAd,).
8. Pendanaan: Bahwa dukungan penyediaan anggaran dan pembiayaan untuk
segala kebutuhan dalam pelaksanaan program.
9. Rekrulbnen: Bahwa Pola penerimaan dan pembentukan pengelola program
kompetensi melalui sistem Ll end Noperle5i (uji kepatutan dan kelayakan)
penilaian yang obyektif.
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potensiyang ada untuk mencapai tujuan program yanS telah dirumuskan dalam organisasi. fl
Bantunan model implementasi program olahraga prestasi diatas dapat diielaskan b{
setiap variabel sebagai berikut: fl
'1. Komunikasi:Bahwa hubungan antara pelaksanaan program dengan penerima progfl
yang erat kaitannya dengan sosialisasi atau penyaluran informasi progr", d
iff*i"" 
secara konsisten dan berkesinambungan oleh oemerintah {
Keberhasllan prog/?,m (prestast) adalah proses implementasi yang efektif {
efisien dalam program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang 4
direncanakan dalam tujuan organisasi. ;
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